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Abstrak 

Bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didiami oleh oleh berbagai 

macam masyarakat hukum dengan berbagai budaya dan adat istiadat masing-masing. Maing-masing masyarakat 

hukum mempunyai hukum adat sesuai dengan struktur masyarakatnya. Seperti diajarkan oleh Von Savigny bahwa 

masing-masing masyarakat mempunyai “volkgeist”. Hukum mengikuti “volkgeist” dari masyarakat tempat hukum itu 

berlaku. Karena “volkgeist” maing-masing masyarakat berlainan, maka hukumnya pun berlainan. Begitu pula dengan 

hukum warisnya.  

Masyarakat Minang dikenal sebagai masyarakat keibuan (matrilinial) dan mempunyai hukum waris adatnya 

yang sesuai dengan susunan masyarakatnya, yaitu anak-anak mewaris melalui ibunya dengan sistem pembagian waris 

yang kolektif. Tetapi pelaksanan hukum waris adat Minang mengalami perubahan bagi perantau Minang sebagai 

akibat peran pendidikan yang dialaminya paa perantau serta lingkungan dimana mereka berada. Memang pendidikan 

mempunyai “kekuasaan” yang besar sekali untuk memperbaiki kondisi manusia untuk mencapai kemajuan dan 

pembangunan. Pendidikan pun dapat membentuk orang berfikir secara rasional dan meninggalkan hal-hal yang tidak 

rasional.  

Disamping pendidikan, lingkungan dimana orang-orang Minang hidup sehari-hari juga mempunyai peranan 

dalam pelaksanaan hukum waris adatnya, yang mengarah kepada hukum adat masyarakat Bandung (Sunda) yang 

bersifat bilateral.  

 
angsa Indonesia yang terdiri atas 

berbagai masyarakat dengan beragam 

adat budayanya. Masing-masing masyarakat 

memiliki hukum adatnya, yang satu sama lain belum 

tentu sama, karena setiap masyarakat menurut Von 

Savigny mempunyai Volkgeist (semangat atau jiwa 

masyarakat). Hukum (adat) masing-masing 

masyarakat mengikuti Volkgeist dari masyarakat 

yang bersangkutan.  

Dalam pelaksanaan hukum waris di Negara 

Republik Indonesia sampai saat ini masih bersifat 

pluralistik atau majemuk. Hal ini dikarenakan belum 

adanya satu undang-undang khusus mengenai waris 

yang berlaku, sehingga berlaku secara beraneka 

ragam hukum warisnya. Di satu pihak ada 

masyarakat yang menggunakan Hukum Perdata, ada 

yang menggunakan hukum Islam dan di lain pihak 

ada yang menggunakan hukum Adat.  

Biasanya bagi masyarakat Indonesia asli 

dalam soal waris berlaku hukum waris adatnya, 

kecuali ada pernyataan dari yang bersangkutan 

bahwa mereka akan menggunakan hukum waris 

Islam atau Perdata dalam pembagian warisnya. 

Setiap masyarakat mempunyai hukum waris 

adatnya sendiri-sendiri sesuai dengan susunan 

masyarakatnya. Namun tidak dapat dielakkan 

bahwa suku demi suku sedikit demi sedikit 

mengalami perubahan, khususnya dalam 

pelaksanaan hukum waris adatnya. Perubahan itu 

terjadi antara lain disebabkan oleh faktor pendidikan 

dan atau lingkungan dimana orang itu hidup sehari-

hari (pengaruh persentuhan dua kebudayaan atau 

lebih dari masyarakat menimbulkan akulturasi).  

B



No. 1/XXII/2003  Ranidar Darwis, Peranan Pendidikan 

Mimbar Pendidikan 41 

Dari latar belakang tersebut, maka muncul 

permasalahan yang dirumuskan dalam suatu 

masalah pokok yakni “ Bagaimana peranan 

pendidikan dan lingkungan dalam pelaksanaan 

hukum waris adat minangkabau bagi masyarakat 

perantau Minang di Kota Bandung? “ 

Dari rumusan masalah pokok tersebut guna 

memudahkan dalam melakukan analisis, maka 

penulis rumuskan kembali ke dalam sub-sub 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pendidikan berperan dalam 

pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau 

pada masyarakat perantau Minang di Kota 

Bandung ? 

2. Apakah lingkungan tempat tingal berperan 

dalam pelaksanaan hukum waris adat 

Minangkabau pada masyarakat perantau 

Minang di Kota Bandung ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan tentang peranan pendidikan 

dan lingkungan dalam pelaksanaan hukum 

waris adat Minangkabau pada masyarakat 

perantau Minang yang ada di Kota Bandung.  

Untuk mengungkap data tentang masalah 

dalam penelitian ini, digunakan metode 

penelitian kualitatif dengan model studi kasus, 

dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen 

utama yang dibantu oleh pedoman observasi 

dan pedoman wawancara.  

Dalam pengolahan dan analisis data 

diperlukan pengetahuan tentang masyarakat 

hukum adat Minagkabau dan teori-teori tentang 

susunan masyarakat adat serta hukum waris 

adat. 

Berikut ini adalah sebagian dari landasan 

teoritik yang dijadikan acuan dalam 

pembahasan penelitian ini.  

Susunan Masyarakat Hukum Adat  

Kalau kita hendak mengetahui lembaga-

lembaga hukum yang ada dalam suatu 

masyarakat, seperti lembaga hukum tentang 

perkawinan, lembaga hukum tentang 

pewariasan, dan lembaga hukum lainnya, kita 

harus mengetahui struktur atau susunan 

masyarakat hukum yang bersangkutan. Struktur 

masyarakat menentukan sistem hukum yang 

berlaku di masyarakat itu. (Bushar Muhammad, 

1986:29) 

Conerlis van Vollenhoven dalam orasinya 

pada tanggal 2 Oktober 1901, mengatkan bahwa 

untuk mengetahui hukum, maka perlu diselediki 

sifat dan susunan badan-badan persekutuan 

hukum dimana orang-orang dikuasai oleh 

hukum itu hidup sehari-hari.  

Gunanya kita mempelajari susunan 

masyarakat adat akan terasa penting, manakala 

kita hendak memahami segala hubungan hukum 

dan tindakan hukum di bidang perkawinan 

menurut hukum adat, di bidang pertalian sanak 

menurut adat dan di bidang pewarisan menurut 

adat.  

Menyangkut masyarakat hukum atau 

persekutuan hukum, Ter Haar dalam bukunya 

“Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht” 

menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan 

persekutuan hukum itu adalah:  

"Kesatuan manusia yang teratur, menetap 

di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa, 

dan mempunyai kekayaan yang berwujud 

ataupun tidak berwujud, dimana para anggota 

kesatuan masing-masing mengalami kehidupan 

dalam masyarakat sebagai hal yang wajar 

menurut kodrat alam dan tidak seorangpun 

diantara para anggota itu mempunyai pikiran 

atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan 

yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya 

dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk 

selama-lamanya".  

Susunan masyarakat hukum adat itu ada 

yang berdasarkan genealogis (keturunan) dan 

ada yang berdasarkan teritorial (daerah). 

Masyarakat hukum yang berdasdarkan 

genealogis ialah masyarakat dimana para 

anggotanya merasa bersatu karena merasa 

diturunkan dari kakek dan nenek yang sama 

atau dengan kata lain merasa seketurunan. 

Masyarakat hukum yang genealogis ini 

susunannya ada yang unilateral dan ada yang 
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bilateral. Masyarakat hukum adat unilateral 

ialah masyarakat hukum adat dimana para 

anggotanya menarik garis keturunan melalui 

satu pihak. Cirii masyarakat unilateral ialah 

terdiri atas clan, suku atau marga. Untuk 

mempertahankan clannya itu mereka harus 

kawin exogami.  

Kalau mereka menarik garis keturunan 

melalui garis keturunan melalui pihak laki-laki 

atau ayah di sebut masyarakat kebapaan seperti 

masyarakat Batak diantaranya. Sedangkan jika 

para anggota masyarakat itu menarik garis 

keturunan melalui perempuan atau ibu disebut 

masyarakat keibuan, seperti masyarakat 

Minangkabau. Susunan masyarakat keibuan ini 

merupakan susunan masyarakat yang tua dan 

hanya tinggal sedikit saja di bumi ini.  

Masyarakat yang para angotanya menarik 

garis keturunan melalui laki-laki dan perempuan 

atau melalui ibu bapak disebut masyarakat 

keibu-bapaan atau bilateral. Masyarakat ini 

yang banyak dianut pada saat ini dan 

merupakan susunan masyarakat yang lebih 

maju. Di Indonesia masyarakat ini misalnya 

masyarakat Sunda, Jawa, Madura dan lain-lain.  

 

Sistem Perkawinan Adat. 

Bentuk dan sifat perkawainan dalam suatu 

masyarakat ditentukan pula oleh susunan 

masyarakat yang bersangkutan. Kalau susunan 

masyarakatnya bilateral, sifat dan bentuk 

perkawinannya bebas asal tidak bertentangan 

dengan moral dan agama. Contohnya pada 

masyarakat Sunda, Jawa, Madura dan lain-lain.  

Dalam masyarakat kebapaan, bentuk 

perkawinannya jujur dan harus exogam, seperti 

pada masyarakat Batak diantaranya. Sedangkan 

pada masyarakat Minangkabau, bentuk 

perkawinannya sumendo, yaitu pihak 

perempuan mencari calon suami dari luar 

sukunya, dan setelah menikah masing-masing 

terap pada sukunya serta menetap di tempat 

tinggal perempuan (matrilokal). Sifat 

perkawinannya eksogam yaitu mencari calon 

suami atau istri dari luar sukunya. Menurut 

Hazairin ada 3 tingkatan kawinan Sumendo itu, 

yakni sumendo bertandang, sumendo menetap 

dan sumendo bebas.  

Sistem Pewarisan Adat 

Dari susunan masyarakat diketahui siapa 

ahli waris seseorang. Dalam masyarakat 

bilateral anak-anak mewaris dari kedua orang 

tuanya. Dalam masyarakat kebapaan, ayah 

mewarsikan hartanya kepada anak laki-lakinya. 

Sedangkan dalam masyarakat keibuan seperti 

pada masyarakat Minangkabau menurut adatnya 

anak-anak mewaris dari ibunya.  

Setelah diketahui siapa ahli waris 

seseorang dari susunan masyarakatnya, maka 

hukum waris mengatur bagaimana proses harta 

ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli 

warisnya. Soepomo dan Ter Haar 

mengemukakan definisi tentang waris adat ini.  

Menurut Ter Haar dalam bukunya 

“Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht” yang 

diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Poesponoto, 

menjadi “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat” 

memberikan definisi tentang hukukm waris adat 

sebagai berikut: "Hukum Waris Adat adalah 

proses penerusan dan peralihan kekayaan 

materiil dan immateriil dari turunan ke 

turunan" ( Ter Haar, 2001:202). Sedangkan 

Soepomo dalam bukunya: “Bab-Bab tentang 

Hukum Adat” ialah : "Hukum adat waris 

memuat peraturan-peraturan yang mengatur 

proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang harta benda dan barang-barang yang 

tidak berwujud benda (immateriele goederen) 

dari suatu angkatan manusia (generatie) 

kepada keturunannya.  

Menurut adat Minangkabau kalau bapak 

meninggal, maka hartanya jatuh kepada 

keponakannya (yaitu anak-anak dari saudara-

saudara perempuannya). Sedangkan kalau ibu 

yang meninggal hartanya jatuh kepada anak-

anaknya. Dalam masyarakat bilateral seperti 
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pada suku Sunda, Jawa, dan lain-lain anak-anak 

mewaris dari ibu-bapaknya.  

Pendidikan 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang”.  

 John Locke yang terkenal dengan teori 

tabularasa,menyatakan semua orang diciptakan 

sama tanpa seorangpun yang sudah lebih maju 

pada permulaannya, yang merubah manusia itu 

adalah pendidikan. Jadi benar sekali kekuasaan 

pendidikan dan latihan itu untuk memperbaiki 

kondisi manusia dalam mencapai kemajuan dan 

pembangunan. 

 

Lingkungan  

Orang Minang datang ke Kota Bandung 

memiliki motivasi yang beragam. Diantara 

mereka ada yang hendak meningkatkan 

pendidikanya dan ada pula yang hendak 

berdagang untuk memperbaiki hidupnya. 

Mereka menetap di Kota Bandung dengan 

berbagai status. Mereka berasal dari latar 

belakang budaya masyarakat matrilineal, 

sedangkan masyarakat Bandung mayoritas suku 

Sunda dengan latar belakang budayanya adalah 

sebagai masyarakat keibu-bapaan (bilateral).  

Karena hidup dalam pergaulan sehari-hari 

akan terjadi persentuhan dua kebudayaan. 

Apalagi ada pepatah Minang yang mengatakan 

“di mana bumi dipijak di sana langit 

dijunjung”. Budaya dimana mereka berada akan 

mempengaruhi budayanya sendiri.  

Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian terhadap perantau 

Minang di Kota Bandung, setelah data di 

lapangan “didialogkan” dengan teori dan hukum 

waris adatnya, ditemukan bahwa dalam 

pelaksanaan hukum waris adatnya, mereka 

mengalami perubahan, dalam arti berbeda 

dengan cara pelaksanaan waris adat bagi orang 

Minang di tempat asalnya.  

Berikut ini temuan lapangan yang telah 

dianalisis: 

1. Keluarga perantau Minang yang ada di Kota 

Bandung dipimpin oleh suami (ayah anak-

anak). Suamilah yang bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup keluarga yang 

bersangkutan. Bagi orang yang 

berpendidikan, hal ini akibat dari pengaruh 

pendidikan yang menyebabkan orang 

berfikir secara rasional. Perantau yang tidak 

memiliki pendidikan yang tinggi, namun 

kehidupan keluarganya juga mengalami 

perubahan. Keluarga tersebut tidak lagi 

tergantung kepada harta pusaka, tetapi 

suamilah yang berusaha keras untuk 

menghidupi anak-istrinya dengan hasil jerih 

payah dari mata pencahariannya. Kondisi 

ini merupakan pengaruh dari lingkungan di 

mana perantau itu hidup sehari-hari, yaitu di 

lingkungan masyarakat Bandung yang 

notabene masyarakatnya adalah bilateral. 

Keluarga dipimpin oleh suami, dan 

suamilah yang bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup anak-istrinya.  

2. Bagi perantau Minang, harta pencaharian si 

ayah dibagikan kepada anak-anaknya, dan 

begitu pula bagi mereka yang masih hidup, 

mereka menyatakan bahwa harta hasil 

pencaharian si ayah akan diwariskan kepada 

anak-anaknya setelah ia meninggal. Ini 

merupakan pengaruh pendidikan yang 

didapatnya. Sedangkan bagi mereka yang 

tidak berpendidikan tinggi juga, keadaan 

serupa terjadi sebagai akibat dari pengaruh 

lingkungan dimana mereka berada.  

3. Ada juga dari sebagian perantau Minang 

yang menyisakan sebagain harta hasil 

pencahariannya untuk amal dan membantu 

sanak saudara serta orang-orang sekampung 

yang memerlukannya.  
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian terhadap 

pelaksanaan hukum adat Minangkabau bagi 

perantau Minang di Kota Bandung ternyata 

mereka telah mengalami pergeseran dan 

perubahan dari hukum adatnya yang asli. 

Indikasi tersebut disimpulkan sebagai berikut: 

a. Si ayah bertanggung jawab penuh terhadap 

kelangsungan hidup anak dan istrinya 

dengan harta hasil pencahariannya. Padahal 

menurut adat mingkabau yang asli, seorang 

anak menjadi tanggungan dari harta pusaka 

yang diatur oleh mamak kepada ahli 

warisnya. 

b. Harta pencaharian si ayah diwarisi oleh 

anak dan istrinya. Sedangkan menurut adat 

Minangkabau yang asli, harta hasil 

pencaharian si laki-laki jatuh 

kepadakeponakannya (anak dari saudara 

perempuannya) 

Rekomendasi 

Untuk mencegah kekacauan dalam 

pelaksanaan pewarisan ini sebagai akibat dari 

keragaman caranya, sebaiknya pemerintah 

secepatnya menetapkan satu hukum waris yang 

berlaku untuk semua warga negara Indonesia. 

Begitu pula bagi para perantau pandai-pandailah 

menyelami budaya masyarakat dimana mereka 

hidup sehari-hari mencari nafkah.  
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